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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipt
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia NOmo
5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemepntah Nomor 17 Tahun 201U
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizman Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemernntali Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
NMomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoer 6617):

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu  Pinta
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Mentern Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan.
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kemudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini:

Peraturan Menterl Dalam Neperi Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

dCis i
Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudavaar

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan







